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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri 
yang mengubah apa apa yang pada diri mereka.  
(QS. Ar-Ra'd: 11) 
 
Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan 
baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju surga.  
(HR. Muslim) 
 
Apabila seorang keturunan Adam As. meninggal dunia maka terputuslah amalnya 
kecuali dari tiga hal yaitu: shadaqah jariyyah, ilmu yang bermanfaat, dan seorang anak 
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Hartantyo, Hafid Tri. Pertimbangan Putusan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah di 
Bawah Umur pada Penetapan Nomor 125/Pdt.P/ 2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Program 
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Negara dan pemerintah membuat batasan minimal umur sesorang dapat 
melakukan pernikahan, karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk 
mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi 
sekaligus mengangangkat harkat dan martabat perempuan. Namun, dalam keadaan 
memaksa mengenai pernikahan di bawah umur bisa dimintakan dispensasi ke 
Pengadilan Agama oleh kedua orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui alasan pengajuan 
dispensasi nikah pada Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs, 2) mengkaji 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di bawah umur pada 
Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Penelitian ini merupakan penelitian 
kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian normatif. Sumber data 
yaitu berasal dari data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan 
dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara secara normatif 
kualitatif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan pengajuan dispensasi nikah pada 
Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/ PA.Bbs, yaitu kekhawatiran orang tua, tidak ada 
larangan menikah menurut syariat Islam, dan anak pemohon sudah akil baliq. Dasar 
pertimbangan hukum dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes 
secara yuridis pada Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs adalah Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Majelis hakim tidak 
menggunakan pendapat kelompok ahli fikih yang mendukung bahwa perkawinan di 
bawah umur ada di dalam hukum Islam, yaitu konsep mashlahah mursalah untuk 
memberikan penetapan atas permohonan dispensasi perkawinan karena ketentuan 
pembatasan umur dan dispensasi perkawinan tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi 
kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan 
kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga). Konsep 
mashlahah mursalah yang terdapat dalam kaidah fiqh dan dijadikan pertimbangan 
dalam penetapan permohonan dispensasi nikah adalah “menghindari mafsadat lebih 
diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”. Sehingga, majelis hakim yang menetapkan 
perkara ini terkesan meyakini bahwa perkawinan di bawah umur tidak ada dalam hukum 
Islam. 
 










Rois, Inda Fikri. Hartantyo, Hafid Tri. Consideration of Judge's Decision to Provide 
Underage Marriage Dispensation in Stipulation Number 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti 
University. 2019. 
The state and the government make a minimum age limit for a person to get 
married, because it has interests as well as the obligation to escort and direct marriage 
as a social institution that protects and lifts the dignity of women. However, in a state 
of compulsion regarding underage marriage, dispensation can be sought by the 
Religious Courts by both parents of those who wish to request dispensation. 
The purpose of this study is to: 1) find out the reasons for submitting marriage 
dispensation in Stipulation No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs, 2) review the judges' 
considerations in deciding cases of underage marriage dispensation in Determination 
No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs. This research is a library research with a normative 
research approach. The data source is derived from secondary data with the method of 
collecting literature and document study data. Data analysis in this study was carried 
out in a normative qualitative manner. 
The results of the study concluded that the reasons for filing a marriage 
dispensation in Stipulation No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs, that is the concern of parents, 
there is no prohibition on marriage according to Islamic law, and the applicant's child is 
already baliq. The legal basis for marriage dispensation judicially by the Brebes 
Religious Court Judge in Stipulation No. 125/Pdt.P/2019/ PA.Bbs is Law Number 1 of 
1974 concerning Marriage Article 7 paragraph (2). The panel of judges did not use the 
opinion of a group of fiqh experts who support that underage marriages are in Islamic 
law, namely the concept of mashlahah mursalah to determine the application for 
marriage dispensation because the provisions on age restrictions and marriage 
dispensation are not explained in the text, but the benefit content is in line with the act 
of syara 'which wishes to bring benefit to mankind (the two brides and their families). 
The concept of mashlahah mursalah contained in the fiqh rules and used as a 
consideration in the determination of marriage dispensation requests is "avoidance of 
prejudice is preferred to maintain benefit". Thus, the panel of judges who adopted this 
case seemed to believe that underage marriages did not exist in Islamic law. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Manusia merupakan makhluk yang lebih diutamakan Allah Swt 
dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah Swt telah menetapkan aturan tentang 
pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar 
sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan 
lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. 
Pernikahan sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan 
melestarikan hidupnya.  
Manusia merupakan makhluk yang lebih sempurna bila dibandingkan 
dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Dengan kelebihan yang ada pada 
manusia, maka sudah sewajarnya dan seharusnya manusia dapat menggunakan 
kelebihan itu dengan sebaik-baiknya.1 Pernikahan menjadi peristiwa yang didamba-
damba semua orang, karena dengan perkawinan seseorang dapat mendapatkan 
keturunan yang sah, baik dalam pandangan agama dan hukum yang berlaku di 
Indonesia.  
Begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka 
perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. 
Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa. Pernikahan 
atau perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan 
                                                  
1 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 47. 
 2 
yang saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan 
pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk 
pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud 
mengharapkan keridaan Allah Swt.2 
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan 
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan 
ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana 
sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai 
hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan 
saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai 
peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan 
keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan 
menjadi hak dan kewajiban orang tua.3  
Hukum di Indonesia telah mengatur perihal Perkawinan dalam undang-
undang tersebut, termasuk di dalamnya batas usia diperbolehkannya melaksanakan 
perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai 
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam 
belas) tahun. Sedangkan dalam ayat (2) mengatur dalam hal penyimpangan dalam 
ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang 
                                                  
2 Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 10. 
3 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2005. hlm. 9. 
 3 
diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. 
Negara dan pemerintah membuat batasan minimal umur sesorang dapat 
melakukan pernikahan, karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk 
mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi 
sekaligus mengangangkat harkat dan martabat perempuan.4 Di Indonesia untuk 
memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan 
baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, 
Untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat 
berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang 
dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan 
umur yang matang. Batasan umur yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung beberapa prinsip untuk 
menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan 
kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai.5 
Aturan serupa juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang sama dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi 
Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa untuk kemaslahatan 
keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai 
yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 
                                                  
4 Hanafi, Yusuf, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur, Bandung: Mandar Maju, 2011, 
hlm. 10. 
5 Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga, Malang: UIN-Maliki Press, 
2010, hlm. 63. 
 4 
Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 
istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal 
yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang 
besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan 
dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, 
sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Prinsip 
kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah 
matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat 
memenuhi tujuan luhur dari perkawinan. 
Apabila dalam hal keadaan memaksa mengenai pernikahan di bawah umur 
bisa dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua 
orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dapat minta dispensasi kepada 
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak 
wanita. Dengan demikian, bagi wanita yang berusia kurang dari 16 tahun dan pria 
yang belum mencapai usia 19 tahun, apabila berkeinginan melangsungkan 
pernikahan, orang tuanya dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke 
Pengadilan seperti halnya kasus yang akan diteliti pada penelitian ini.  
Pada kasus perkara penetapan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs, pemohon 
hendak menikahkan anaknya yang berumur 17 tahun, 9 bulan dengan calon isterinya 
yang berumur 20 tahun, 9 bulan. Karena anak Pemohon yang belum mencapai umur 
19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali dengan Surat Nomor 081/Kua.11.29. 
 5 
15/Pw.01/9/2019 tanggal 13 September 2019. 
Pemohon menganggap pernikahan tersebut sangat mendesak untuk 
dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk 
dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir apabila terjadi hal hal yang tidak 
diinginkan/melanggar norma norma agama serta Pemohon juga tidak ingin 
menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera 
dinikahkan. Antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada larangan 
untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil 
baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan 
setiap bulannya kurang lebih Rp.5.000.000,-- (lima juta rupiah), demikian halnya 
calon istri anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga. Maka 
Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah. 
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memungkinkan seseorang 
menikah pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan, dengan 
mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan dengan alasan tertentu. 
Apa alasan yang dimaksud, undang-undang sendiri tidak merinci, namun hal itu 
diserahkan pada pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk 
ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan. Dispensasi yang dimaksud dapat 
diajukan selain kepada pengadilan, juga dapat dimintakan kepada penjabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.6 Dispensasi nikah adalah 
permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon 
                                                  
6 Isnaeni, Moch, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 57. 
 6 
mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu 
batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Kebijkan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini 
tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar 
kedua belah pihak benar-benar siap matang secara fisik, psikis dan mental. Berbeda 
dengan Undang-undang Perkawinan, dalam hukum adat, demikian pula dalam 
Hukum islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur 
perkawinan. Jadi berdasarkan Hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur 
dapat melakukan perkawinan.7 Begitu seseorang memasuki masa baligh, maka 
sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan 
penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang istri.  
Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah 
merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun 
demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan 
atau menyadarinya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan 
perkembangan sosial yang tidak memadai. Tujuan perkawinan adalah untuk 
menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, tujuan luhur tersebut pada dasarnya 
akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan.8 
Permohonan dispensasi kawin diajukan dalam rangka menjaga kehormatan 
dan martabat keluarga dari segala perilaku yang dilarang dan menyimpang dari 
                                                  
7 Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat dan 
hukum agama, Bandung: Mondar Maju, 2007. hlm. 51. 
8 Isnaeni, Moch. Op Cit., hlm. 97. 
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nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Demi menghindari kemudharatan yang 
lebih besar, pernikahan di bawah umur seringkali menjadi solusi untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan remaja, yang disebabkan hamil 
diluar nikah. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan yang menyebutkan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun 
dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
Sekalipun undang-undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam 
prakteknya masih ada nikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur boleh saja 
dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu ketika pemberitahuan ke KUA dengan 
melampirkan dispensasi nikah. Agar perkawinan itu bukan hanya sah menurut 
Agama tapi juga sah menurut Negara. Jika perkawinan tersebut tidak dengan 
dilampirkan dispensasi nikah maka perkawinan itu tidak dapat dicatatkan. Dari 
uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam 
penelitian dengan judul penelitian ”Pertimbangan Putusan Hakim Memberikan 
Dispensasi Nikah di Bawah Umur pada Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apa saja yang menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah pada Penetapan No. 
125/Pdt.P/2019/PA.Bbs? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di 
bawah umur pada Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs? 
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C. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitiaan ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui alasan pengajuan dispensasi nikah pada Penetapan No. 
125/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah 
di bawah umur pada Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkarya pengetahuan, 
terutama pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan anak di 
bawah umur serta dapat dijadikan referensi atau pembanding penelitian 
selanjutnya terkait dengan permasalahan yang sama. 
2. Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
bahan masukan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Slawi pada masa 
yang akan datang, khususnya masalah dispensasi perkawinan di bawah umut 
agar lebih mengkaji masalah dispensasi nikah. Penelitian ini juga bermanfaat 
untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat terkait 
dengan diperbolehkannya pernikahan di bawah umur dengan adanya 
dispensasi nikah dari pengadilan agama.  
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E. Tinjauan Pustaka  
Bagya Agung Prabowo (2013) Pertimbangan Hakim dalam Penetapan 
Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama 
Bantul. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol. 20 April 2013. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis permasalahan: pertama, Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan 
dini, khususnya dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah. Kedua, 
implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil 
di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini menggunakan metode 
survei lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim 
dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 
pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum 
di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-
dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan 
masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi 
penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya 
adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung. Kedua, 
dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di 
bawah umur semakin meningkat 
Wisono Mulyadi (2017) Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan 
Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan), Privat Law Vol. 
V, No. 2, Juli-Desember 2017. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau 
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sosiologis bersifat deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang 
digunakan adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan 
Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi 
perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila 
bukti yang diajukan sudah cukup dan lengkap menurut Pengadilan, serta tidak ada 
hubungan kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk 
melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak 
permohonan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang 
berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk 
melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan 
dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah penetapan 
yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut 
dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan 
tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. Sedangkan apabila 
permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada alas hak untuk menikah, 
hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon. 
Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi (2018) Tinjauan Hukum Islam Dan 
Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama 
Maros, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 06, No. 2, Agustus 2018. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum nasional terhadap 
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dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Maros. Jenis penelitian ini tergolong 
kualitatif lapangan (field research kualitatif) dan pendekatan penelitian yang 
digunakan; yuridis-empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer 
yang diambil enam orang Hakim Pengadilan Agama Maros dan data skunder 
sebanyak tiga orang sebagai pendukung dalam penelitian ini, selanjutnya metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan 
penulusuran referensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukuan dengan 
empat tahap: reduksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. 
Perspektif hukum Islam, tidak adanya ketegasan nas dalam perkawinan di 
bawah umur, namun bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang 
batasan itu. Untuk menjembatani pernikahan di bawah umur ini yang terus 
berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum 
Islam yang disebut dengan ijtihad. Sedangkan dalam hukum nasional mengatur 
umur ideal untuk menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi 
perempuan. Pernikahan di bawah umur, merupakan salah satu hak setiap orang 
dalam menentukan kehidupannya, namun perlu adanya pertimbangan-
pertimbangan sebelum menentukan pilihan. Salah satu cara untuk menindak lanjuti 
pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya alat dalam 
perkara ini karena peran yang lebih utama dalam memperhatikan dan menjaga 
adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan beberapa badan hukum lainnya seperti: 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Indonesia (PPPAI), dan sebagainya. Sehingga tujuan 
pernikahan untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tercapai dengan aman 
dan tentram. 
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F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan 
library research atau kepustakaan. Bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder 
dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau 
informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada 
nomor perkara 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs dan juga didukung dengan buku, undang-
undang perkawinan, serta undang-undang yang berkaitan dan mendukung judul 
tersebut. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
pendekatan normatif, Menurut Soerjono Soekamto, penelitian normatif adalah 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data 
sekunder.9 Terkait dengan penelitian ini penulis akan mengkaji hal-hal yang 
menyangkut hukum baik formal maupun non formal untuk menganalisis tentang 
pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberi dispensasi nikah di bawah 
umur pada penetapan perkara nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs.  
Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum dispensasi perkawinan di 
bawah umur dini dilihat dari sudut undang-undang, benar atau salah, boleh atau 
tidak dan seterusnya berdasarkan norma-norma agama dan norma yang berlaku 
dalam masyarakat.  
 
                                                  
9 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 
2013, hlm. 23. 
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3. Sumber dan Jenis Bahan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber yang 
menunjang sumber utama berupa buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan media 
cetak yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya data penelitian ini 
dikelompokan menjadi bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan 
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta 
yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide), dan bahan hukum sekunder 
yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.10 
Adapun bahan hukum primer diantaranya adalah undang-undang Republik 
Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder 
adalah kitab dan buku-buku serta catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah 
perkawinan. 
4. Metpde Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan 
data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content 
analysis.11 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen di pengadilan 
negeri brebes berupa putusan penetapan terkait masalah penelitian dan melakukan 
studi bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji 
dan mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 
                                                  
10 Ibid., hlm. 29. 
11 Soekanto, Soerjono. Op Cit., hal. 21. 
 14 
jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan 
menunjang penelitian. 
5. Analisis Bahan Penelitian 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu 
dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan 
norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok 
permasalahan. Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data 
dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah 
hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data yang dilakukan 
dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar 
pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.12  
G. Sistematika Penulisan Skripsi  
Sistematika penulisan skripsi berguna untuk mempermudah pembahasan 
maka penulis menguraikan secara sistematis sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II Tinjauan Konseptual, bagian ini memuat konsep-konsep yang berisi 
teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian mengenai konsep tentang 
pernikahan, konsep tentang pernikahan di bawah umur, konsep dispensasi nikah, 
dan pertimbangan hakim. 
                                                  
12 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 255. 
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Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan menyajikan hasil 
penelitian sekaligus pembahasanya sesuai dengan masalah yang diajukan, yaitu 
tentang alasan pengajuan dispensasi nikah dan kajian tentang pertimbangan hakim 
dalam memutus perkara dispensasi nikah di bawah umum pada Penetapan No. 
125/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran. Bagian memuat simpulan dari 






A. Konsep tentang Pernikahan  
1. Pengertian Pernikahan  
Pernikahan atau perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan al nikah 
dan al dhammu wa al jam’u atau ibarat an al wath’ al aqd yang bermakna 
bersetubuh, berkumpul serta akad. Seperti yang dijelaskan Wahbah al Zuhaili 
“akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita dan 
berkumpul dengan wanita selama wanita tersebut bukan wanita yang 
diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan.13 
Muhammad Abu Zahrah dalam kitab al ahwal al syakhsiyyah 
menerangkan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa 
halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong 
menolong dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.14 Dalam 
bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa 
artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin 
atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah 
yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan 
digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk 
arti persetubuhan (coitus) juga untuk akad nikah.15 
                                                  
13 Nuruddin, Amiur & Taringan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: 
Kencana, 2004, hlm. 38. 
14 Ibid., hlm. 38. 
15 Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 7. 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan disingkat Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan 
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut 
Kompilasi Hukum Islam disingkat KHI. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan 
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. 
Menurut pendapat Al-Jaziry mengatakan bahwa hukum perkawinan 
berlaku sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, dan juga 
berlaku pula pada lima hukum syariat, adakalanya wajib, haram, sunnah, 
makruh, dan juga mubah.16 Adapun penjelasan dari masing-masing hukum 
tersebut sebagai berikut: 
a. Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya 
tidak kawin, hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.  
b. Sunnah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
melangsungkan perkawinan jika tidak kawin maka tidak dikhawatirkan akan 
berbuat zina.  
                                                  
16 Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 17. 
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c. Haram, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, kemauan, serta 
tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam 
rumahtangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan maka 
terlantarlah dirinya dan istrinya. Atau perkawinan itu dilakukan untuk 
menelantarkan orang lain, istrinya misalnya, hanya agar tidak menikah 
dengan orang lain. Pada intinya perkawinan yang hukumnya haram adalah 
perkawinan yang menimbulkan madlarat lebih besar daripada manfaatnya.  
d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan duntuk melakukan 
perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan hawa 
nafsu, akan tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat 
memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.  
e. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 
perkawinan jika tidak tidak dikhawatirkan melakukan zina dan apabila 
menikah tetap melaksanakan kewajibannya. Hukum ini ditunjukkan bagi 
orang yang antara pemdorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama 
sehingga menimbulkan keraguan yang akan melakukan kawin, seperti 
mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai 
kemampuan melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.17 
Pernikahan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan 
dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan 
berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis (gairah seks) 
maupun biaya dan bekal yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang 
                                                  
17 Ibid., hlm. 22. 
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bermacam-macam ini, para ulama mengklarifikasikan hukum perkawinan 
dengan beberapa kategori. Ulama madzhab Syafi’i mengatakan bahwa hukum 
asal menikah adalah boleh (mubah). Sedangkan menurut kelompok madzhab 
Hanafi, Maliki, dan Hambali, hukum melaksanakan perkawinan adalah sunnah. 
Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja 
bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus 
menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, 
karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban 
suami isteri masing-masing.  
2. Rukun dan Syarat Pernikahan  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur 
beberapa hal terkait dengan syarat perkawinan dalam BAB II tentang syarat-
syarat perkawinan khusunya Pasal 6 disebutkan bahwa:  
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).  
b. Harus mendapat izin dari kedua orangtua bilamana masing-masing calon 
belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).  
c. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali 
ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Perkawinan).  
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d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka 
yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) 
dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan).  
e. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan 
seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, 
yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena 
perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena 
kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Perkawinan).  
Rukun perkawinan dalam hukum positif telah diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:  
a. Calon suami 
b. Calon istri  
c. Wali nikah 
d. Dua orang saksi  
e. Ijab dan qabul. 
Adapun mengenai ketentuan syarat-syarat perkawinan dapat dilihat 
dalam Pasal 15-29 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan 
suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya 
perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang 
sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. 
Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, 
dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 
Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa, bahwa rukun itu 
adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur 
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yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya 
dan tidak merupakan unsurnya.18 
Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang 
berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri 
sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Di dalam 
memahami jumlah rukun nikah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. 
Syarat dan rukun nikah dalam sebuah hukum fiqh merupakan hasil ijtihad ulama 
yang diformulasikan dari dalil-dalil (nash) serta kondisi objektif masyarakat 
setempat. Menurut jumhur ulama, rukun nikah itu 4, yaitu: 1) Shigah (ijab dan 
qabul), (2) calon isteri, (3) calon suami dan (4) wali. Berbeda dengan Hanafiyah, 
yang mengatakan bahwa rukun nikah itu hanya ada dua yaitu ijab dan qabul, 
tidak ada yang lain. Al-jaziri mengatakan bahwa, sebenarnya menurut 
Malikiyah rukun itu ada lima yaitu (1) wali, (2) mahar (harus ada tetapi tidak 
harus disebutkan pada akad), (3) suami, (4) isteri (suami dan isteri ini di 
syaratkan bebas dari halangan menikah seperti masa iddah atau sedang ihram) 
dan (5) sighah. Sedangkan Syafi‟iyah juga mengatakan rukun nikah ada lima 
namun sedikit berbeda dengan Malikiyah, yaitu (1) suami, (2) isteri, (3) wali, 
(4) dua saksi dan (5) shighah.19 
Ulama sepakat mengatakan bahwa ijab dan qabul adalah rukun nikah. 
Pada hakikatnya rukun nikah yang hakiki adalah kerelaan hati kedua belah pihak 
(laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi 
                                                  
18 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 59. 
19 Maulida, Eka Kurnia, “Dualisme Legalitas Permohonan dalam Pengajuan Dispensasasi 
Perkawinan (Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama (Buku II))”, Ciputat: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 33. 
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dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab dan qabul 
adalah merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak 
untuk mengikatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan.20 
Sementara, selain pada dua hal tersebut, mereka berbeda pendapat. 
Jumhur ulama mengatakan, rukun nikah selain ijab qabul adalah suami, isteri, 
wali dan dua saksi. Adapun menurut Malikiyah, selain ijab dan qabul yang 
termasuk rukun nikah adalah suami, isteri, wali dan mahar. Sementara yang 
dipakai oleh penduduk Indonesia yang mayoritas Syafi‟i adalah yang lima, 
yakni: (1) suami, (2) isteri, (3) wali, (4) dua saksi dan (5) sighah.21 
Syarat-syarat Suami:  
a. Bukan Mahram dari Calon istri;  
b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;  
c. Orangnya tertentu, jelas orangnya; dan 
d. Tidak sedang ihram.  
Syarat-syarat Istri:  
a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 
sedang dalam iddah; 
b. Merdeka, atas kemauan sendiri;  
c. Jelas orangnya; dan  
d. Tidak sedang berihram.  
                                                  
20 Hasan, M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: SIRAJA, 2003, hlm. 
55. 
21 Sopyan, Yayan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum 




Syarat-syarat Wali:  
a. Laki-laki; 
b. Baligh;  
c. Waras akalnya;  
d. Tidak terpaksa;  
e. Adil; dan  
f. Tidak sedang ihram.  
Syarat-syarat Saksi:  
a. Laki-laki; 
b. Baligh;  
c. Waras akalnya;  
d. Adil;  
e. Dapat mendengar dan melihat;  
f. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan  
g. Memahami bahasa yang dipergunaka untuk ijab qabul.  
Syarat-syarat Shigat: Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan 
bahasa dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerimaan akad, 
dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukan waktu 
lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu 
yang akan datang.22 Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin 
                                                  
22 Tihami, H.M.A, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajagrafindo, 2014, 
hlm. 14. 
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perempuan “Kawinkalah saya dengan anak perempuan bapak“, kemudian 
dijawab: “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan 
jawaban itu sudah berarti perkawinan. Shigat itu hendaknya terikat dengan 
batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya 
nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki 
menjawab: “Ya saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung 
kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.  
Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau 
perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadi 
perkawinan tersebut tidak sah.23 Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah 
suatu perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan 
akibat hukum, berupa hak dan kewajiban baik bagi suami isteri itu sendiri 
maupun bagi orang ketiga. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya itu”.24 Ini berarti untuk menetukan sah 
tidaknya perkawinan seseorang, ditentukan oleh ketentuan hukum agama yang 
dipeluknya. Bagi orang Islam, misalnya, sah tidaknya pernikahan yang 
dilakukan tergantung pada dipenuhi tidaknya semua rukun nikah menurut 
hukum (agama) Islam. 
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
                                                  
23 Ibid., hlm. 14. 
24 Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 28. 
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Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Pernikahan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.25 
Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini 
dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan 
tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal 
itu haruslah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam 
Pancasila. Dengan demikian tampak jelas perbedaannya dengan prinsip-prinsip 
hukum perdata, bahwa hubungan antara suami istri hanya melihat dari segi 
lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata yang terlepas dari peraturan-
peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu. Bahkan lebih pantas 
dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum perdata adalah suatu perjanjian 
yang bersifat kontrak belaka. 
Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan 
biologis, tetapi lebih dari itu perkawinan adalah suatu ikatan atau hubungan lahir 
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut R Wirjono 
Projodikoro “Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina 
rumah tangga yang sejakhtera bahagia dimana kedua suami istri memikul 
amanah dan tanggung jawab, oleh karenanya si istri akan mengalami suatu 
                                                  
25 Djafizham T., Persintuhan Hukum Di Indonesia, Dengan Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: 
Mestika, 2006. hlm. 31. 
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proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan, yang meminta 
pengorbanan”.26 
Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat 
diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental 
emosionalnya, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab, serta 
kematangan fisik, mental. Untuk itu, suatu perkawinan haruslah dimasuki 
dengan suatu persiapan yang matang. 
Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai 
oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, 
akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar 
suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran yang sederhana 
dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi, untuk memasuki suatu perkawinan 
bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan 
dapat meletakkan dasar-daar lebih kokoh dari suatu proses awal dari perwujudan 
bentuk-bentuk kehidupan manusia. 
Mengenai batas umur, seorang wanita tidak dapat melangsungkan 
perkawinan sebelum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Menurut Mustafa 
Kamal, Ketentuan batas umur tersebut adalah suatu keuntungan bagi diri wanita 
karena ada jaminan tidak akan terjadi perkawinan anak-anak, kini dimaksudkan 
pula pemeliharaan kesehatan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menganut prinsip 
bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 
                                                  
26 Koro, Abdi, Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan 
Perkawinan Siri, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 48. 
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melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 
baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 
sehat.  
Tujuan perkawinan dalam islam bukan semata-mata untuk kesenangan 
lahiriyah, melainkan juga membentuk suatu lebaga yang dengannya kaum pria 
dan wanita dapat memlihara diri dari kesehatan dan perbuatan yang tidak 
senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia 
serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk 
menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Muchtar Kamal memerinci tujuan 
perkawinan sebagai berikut: 
a. Melanjutkan keturunan; 
b. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah; 
c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri; 
d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah Saw; dan  
e. Untuk membersihkan keturunan. 
Uraian tersebut di atas sejalan dengan tujuan perkawinan menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni menekankan 
kebahagiaan lahir dan bathin, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 
Maha Esa. Muatan pasal ini jelas mempunyai pengertian luas sebagimana telah 
dijelaskan terdahulu.27 Bertolak dari penjelasan tersebut Doi Abdurrahman 
mengemukakan perincian fungsi dan tujuan perkawinan dalam islam sebagai 
berikut: 
                                                  
27 Ibid., hlm. 49. 
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a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang sah 
dan benar. 
b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 
c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah. 
d. Menduduki fungsi sosial. 
e. Mendekatkan hubungan keluarga dan solidaritas kelompok. 
f. Merupakan perbuatan menuju ketakwaan. 
g. Merupakan suatu bentuk ibadah,yaitu pengabdian kepada Allah Swt 
mengikuti sunnah Rasulullah Saw.28 
Mengenai fungsi dan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan 
niscaya menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi 
keluarga. Meskipun demikian, Kesemuannya itu menjadi penyebab yang 
mempersulit dan memengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat. 
Berbagai pandangan menegenai tujuan perkawinan yang telah diungkap, baik 
tujuan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan maupun menurut 
pandangan para pakar hukum, dapat memberi pemahaman bahwa perkawinan 
mengandung tanggung jawab hukum bagi suami dan istri berupa hak dan 
kewajiban. Perkawinan adalah perjanjian suci antara suami istri dalam 
kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang di akhiri dengan 
kematian. Bahkan, tujuan suci perkawinan menurut islam menghendaki 
terwujudnya keselamatan serta kebahagiaan di dunia maupun di akahirat. 
                                                  
28 Ibid., hlm. 50. 
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Berbagai argumentasi mengenai tujuan perkawinan yang telah 
duiraikan, Jika dipadukan dengan pengamatan terhadap berbagai fenomena 
kehidupan keluarga di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tanngung jawab 
suami istri merupakan beban yang sangat berat, baik kepada kedua belah pihak, 
terlebih lagi terhadap keturunan, karena dengan perkawinan itu menimbulkan 
akibat hukum antara suami dengan istri serta anak dengan orang tua berupa hak 
dan kewajiban.29 
Allah Swt, telah menjadikan makhluk-Nya berpasang- pasangan. 
Dengan kata lain, ketika manusia dijadikan makhluk Allah Swt yang paling 
sempurna, dan kesempurnaannya dapat dilihat dari kehidupan manusia yang 
saling berpasang- pasangan dari lawan jenis kamu. Perkawinan dalam Islam 
menurut bukan sekedar akad nikah, melainkan memiliki dimensi lain yang tidak 
boleh hilang yaitu cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warrahmah), dengan 
menjadikan ikatan yang kokoh. Rahman disini bukan berarti kesejahteraan saja, 
melainkan pengikat dengan dimensi fisik termasuk biologis seperti reproduksi. 
Menurut beberapa para pakar hukum, perkawinan adalah suatu ikatan atau 
perjanjian lahir batin antara kedua pasangan hingga penjaminan suatu hal 
ataupun perbuatan yang bisa menjadikan perbuatan hukum. Antara lain hikmah 
yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari 
melihat hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari 
terjatuh pada kerusakan seksual.30 
                                                  
29 Koro, Abdi, Lok.Cit,. hlm. 50. 
30 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan 
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 47. 
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Berdasarkan uraian hikmah-hikmah perkawinan yang disebutkan di atas, 
dapatlah penulis ambil untuk ilmu secara pribadi dan pada saatnya semua 
manusia juga dapat merasakan dan menjadikan hikmah ini sebagai motivasai 
untuk kedepannya dan menjadikan kita selalu manusia yang selalu bersyukur 
kepada Allah Swt. 
 
B. Konsep tentang Pernikahan Di Bawah Umur  
1. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Shari’ah 
Secara etimologi, maqashid adalah bentuk plural (jamak) dari kata 
maqsadyang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata al-
Shari’ah berarti tempat yang mengalir air.31 Secara terminologi shari’ah adalah 
hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang 
kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. 
Maqashid al-Shari’ah adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh 
syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. Menurut 
Jasser Auda, maqashid shari’ah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan 
jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas dan sejenisnya tentang hukum 
Islam.32 
Konsep maqashid shari’ah sebenarnya telah dimulai dari masa al-
Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Gzali 
                                                  
31 Ahmad al-Raisuni, al-Fikru al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu, Dar al-Baida: Ribat, 
1999, hlm. 13. 
32 Auda, Jasser, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Bandung: Mizan 
Pustaka, 2015, hlm. 31. 
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kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih, yaitu Imam 
al-Syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, al-Muwwafaqat fi 
Ushul al-Ahkam, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-
Maqashid. Untuk mewujudkan kemashlahatan kemashlahatan, al-Syatibi 
membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: Maqashid dharuriyat, 
Maqashid Hajiyat, dan Maqashid tahsinat. Dharuriyat artinya harus ada demi 
kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, 
misalnya rukun Islam. Hajiyat maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk 
menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi 
orang sakit. Tahsiniat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan 
dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan 
najis, dan menutup aurat. Dharuriyat beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima 
tujuan, yaitu: a. Menjaga agama (hifzh ad-din), b. Menjaga jiwa (hifzh an-nash), 
c. Menjaga akal (hifzh al-aql), menjaga keturunan (hifzh an-nasl) menjaga harta 
(hifzh al-mal). 
Secara umum dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara hifdz 
al-nafs, hifdz aql dan hifdz al-nasl. Dalam segi hifzh al-nash misalnya, dimana 
usia anak masih sangat beresiko melakukan seksual apalagi kesiapan organ 
reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa 
pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan 
menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselematan jiwa 
anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi 
akal lebih didahulukan daripada hifdzu al-nasl. Pernikahan dini juga dianggap 
tidak sejalan dengan salah satu maqashid al-nikah (tujuan nikah) yaitu 
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membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dari suami istri, dimana 
psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua 
orangtuanya. 
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Perundang-Undangan 
Pada umumnya Negara-negara di dunia ini mempunyai Undangundang 
Perkawinan yang menetapkan batas umur minimal untuk kawin bagi warga 
negaranya. Indonesia dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa: “Perkawinan hanya dizinkan jika para pihak 
sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
tahun”. Pasal 7 ayat (1) erat sekali hubungannya dengan Pasal 6 ayat (2) yang 
menerangkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai usia 21 harus mendapat izin kedua orang tua”.  
Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang dispensasi 
perkawinan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) bahwa “Untuk kemaslahatan 
keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai 
yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 
berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” 
Sebelum pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, KUH Perdata Pasal 29 BW telah memberikan gambaran tentang 
batasan usia minimal perkawinan, yaitu “Seorang jejak yang belum mencapai 
umur genap depan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai 
umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam 
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perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya dengan alasan-alasan yang 
penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberika 
dispensasi”.33 
Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, undang-undang 
perkawinan tetap memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum 
tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan 
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilam dan 
Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak 
wanita”. 
Fiqih tidak ditemukan batasan umur bagi calon mempelai, bahkan 
beberapa fuqaha membolehkan pernikahan anak yang masih kecil. Namun ada 
sebagian Ulama Fiqh yang mensyaratkan baligh dalam pernikahan. Jumhur 
ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya 
perkawinan dilakukan setelah usia baligh.34 Sebagian ulama lain membolehkan 
perkawinan sejak anak-anak, berdasarkan perkawinan Nabi Muhammad SAW 
yang menikahi Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah ketika dinikahi oleh 
Rsulullah SAW masih berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah ketika Siti 
Aisyah berusia 9 tahun, berdasarkan perkataan beliau.35 “Rasulullah SAW 
menikahiku ketika diriku berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah denganku 
saat aku berusia 9 tahun”. 
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35 Hanafi, Yusuf, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage), Bandung: 
Mandar Maju, 2011, hlm. 3. 
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Akan tetapi menurut Ibnu Syubrumah, perkawinan antara Nabi dengan 
Siti Aisyah merupakan hak khusus bagi Nabi Saw dan tidak untuk ditiru oleh 
umatnya, seperti menikahi lebih dari 4 istri. Ibnu Syubrumah menolak adanya 
perkaninan anakanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya nilai esensial 
perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan 
keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum 
baligh.  
Dalam al-Munhaj Syarh Shahih Muslim (Bab kebolehan Ayah 
menikahkan Gadis kecil) [1422]. Dalam bab tersebut terdapat hadist Aisyah ra., 
ia berkata: “Rasulullah SAW menikahiku di usia 6 tahun, dan bersetubuh 
denganku saat aku berusia 9 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan: Rasulullah 
SAW menikahi Aisyah saat ia berusia 7 tahun. Hadist ini sangat jelas dalam 
menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih 
kecil tanpa persetujuannya. Dan kakek, sama hukumnya dengan ayah (menurut 
ulama fuqaha syafi’iyah). Adapun wali selain ayah dan kakek, maka tidak boleh 
menikahkannya, ini menurut pendapat Al-Syafi’i, al-Tsauri, Malik, Ibn Abi 
Laila, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abu ‘Ubaid. Al-Syafi’i dan para sahabatnya 
berpendapat bahwa ayah dan kakek disunahkan agar tidak menikahkan anak 
gadisnya sampai ia mencapai baligh dan sunnah meminta persetujuannya agar 
tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami, sementara anak gadisnya 
membencinya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah. Sebab, 
yang dikehendaki mereka adalah bahwa si ayah sebaiknya tidak 
menikahkannya, sebelum ia mencapai usia baligh saat tidak terdapat 
kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan akan hilang karena menunda 
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pernikahannya, seperti hadist Aisyah. Oleh sebab itu, disunahkan memperoleh 
suami tersebut, sebab seorang ayah diperintahkan untuk mengupayakan 
kemaslahatan bagi anaknya, maka ia tidak boleh membiarkan kemaslahatan itu 
lenyap.36 
Fuqaha menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan shaghirah untuk 
“digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktifitas seksual” berikut segala 
konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam istilah Al-
Qarâri; “Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan 
fisik”.37 Kebanyakan para ulama sepakat bahwa kesempurnaan akal terjadi 
setelah seseorang telah baligh. Selain baligh juga dibutuhkan kematangan dan 
kesempurnaan akal, agama dan pikiran dalam pertimbangan ukuran 
dibolehkannya menikah. 
C. Konsep Dispensasi Nikah  
1. Pengertian Dispensasi Nikah  
Pengertian dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-
ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya 
berlaku secara formil. Suatu putusan memperkenankan dilakukannya suatu 
perbuatan yang pada umumnya diarang oleh pembuat peraturan.38 Dispensasi 
merupakan bentuk dari keringanan. Maksud dari dispensasi nikah adalah 
keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang belum bisa 
menikah karena umur mereka belum mencapai batas dibolehkannya menikah. 
                                                  
36 Fuqaha, Ahkamul, Op Cit., hlm. 736. 
37 Hanafi, Yusuf, Op Cit., hlm. 3. 
38 Umar, Dzulfikri & Jimmy, Kamus Hukum, Surabaya: Grahamedia Press, 2012. hlm. 143. 
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Dispensasi menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah izin 
pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sehingga dispensasi 
perkawinan adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah 
yang mana sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan 
karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut undang-undang yang 
berlaku di Indonesia.39 Pernikahan di bawah umur atau dispensasi kawin adalah 
pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah 
usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh Undang-undang 
Perkawinan.40  
Dispensasi nikah merupakan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk 
melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang 
belum mencapai umur minimal yang disyaratkan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi ini diperlukan bagi calon mempelai 
laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun, dan calon mempelai wanita yang 
belum mencapai 16 tahun. Oleh karena belum dapat bertindak sendiri di 
Pengadilan. Untuk itu permohonan dispensasi kawin ini harus diajukan oleh 
orang tua yang bersangkutan.41 
Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan Pengadilan 
Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan 
perkawinan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga) rumah 
tangga yang sakinah mawadah wa rahmah. Suatu perkawinan bukan merupakan 
                                                  
39 Poedarminta, Kamus Umum Bahas Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hlm. 88. 
40 Nurmilah, Sari, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur”, Jakarta: Skripsi UIN Syarif 
Hidayatullah, 2011, hlm. 36. 
41 Hamami, Tafiq, Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: 
Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945, Jakarta: Tatanusa, 2013, hlm. 181. 
 37 
bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Oleh karena itu, hanya 
diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga. Hal ini 
terwujud kalau memang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama 
antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan orang lain. 
Syaratnya seperti dicantumkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 itu. Adapun syarat usia perkawinan itu antara lain: 
a. Pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
usia 16 tahun;  
b. Penyimpangan dari ketentuan itu harus mendapat dispensasi pengadilan atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua para pengadilan atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua para pihak;  
c. Kalau orang tuanya telah meninggal dunia, keluarga terdekat dari garis 
keturunan ke atas yang meminta dispensasinya.42 
Pengaturan mengenai dispensasi kawin adalah mencakup semua 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yang di dalamnya termasuk kedudukan orang tua dan 
wali.43 Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan 
ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi 
kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 
pihak laki-laki maupun pihak perempuan. 
                                                  
42 Djamali, Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 158. 
43 Rasyid, Chatib & Syafuddim, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan 
Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 17. 
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Adanya dispensasi nikah ini hadir sebgai opsi lain bagi para calon suami 
istri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon 
mempelain dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin 
dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Disisni 
hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan 
kesaksian dan alasan pemohon. Dewasa ini permohonan dispensasi nikah 
memang sangat marak. Fenomena maraknya permohonan dispensasi nikah ini 
dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah bisa karena keinginan orang 
tua, namun tidak sedikit pula yang mengajukan dispensasi nikah karena alasan 
dari si anak. 
2. Prosedur Dispensasi Nikah 
Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang 
diberikan Pegadilan Agama kepada calan mempelai yang belum cukup umur 
untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 
(sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun 
ataupun belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II 
khususnya Pasal 7 ayat (1). Apabila umur pria atau wanita belum mencapai usia 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dapat meminta dispensasi kepada 
pengadilan.  
Dispensasi diajukan oleh orang tua yang bersangkutan kepada 
pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon. Dalam 
hal ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua 
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sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) berlaku pula 
dalam perkara permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.44 Pemohon 
dispensasi kawin adalah bersifat voluntair dan produk pengadilan berupa 
penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk 
memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas 
akan putusan pengadilan, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi 
kemahkamah Agung. Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan 
kepada orang tua sebagai pemohon yang nantinya digunakan sebagai pelengkap 
perysaratan nikah bagi calon mempelai yang masih dibawah umur. tanpa 
dispensasi tersebut, perkawina anak yang masih dibawah umur 19 tahun bagi 
laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan akan ditolak oleh PPN KUA. 
Undang-undang Perkawinan memberikan peluang apabila dalam 
keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan 
dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama 
setempat dengan surat pengantar dari KUA, sebagaimana yang tercantum dalam 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2). Sehingga 
dalam hal ini Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk 
bisa memutuskan perkara permohonan perkawinan di bawah umur, dan hakim 
mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik 
mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah 
umur tersebut. 
                                                  
44 Wahyudi, Abdullah Tri, Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung: Mandar Maju, 2014. hlm. 
39-40. 
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Dispensasi usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 1974 artinya penyimpangan ketentuan batas umur tersebut 
dimaksudkan karena ada alasan-alasan yang memaksa untuk dilakukan 
perkawinan, karena asas perkawinan berkenaan dengan umur ini adalah laki-
laki berumur minimal 19 tahun dan perempuan minimal berusia 16 tahun.45 Oleh 
karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah 
namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain 
yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi 
usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan 
telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila 
pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak 
pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk 
pernikahan kedua belah pihak tersebut.  
Aturan menyangkut dispensasi ini ada kalanya memang diperlukan 
akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal. Soal 
dispensasi ini sebenarnya lebih layak dan proporsional kalau permohonannya 
diajukan ke pengadilan, karena hakim setelah mengetahui alasandan mendengar 
keterangan dari pihak keluarga, secara obyektif akan dapat memberikan 
penetapan yang diperlukan. Ini menjadi penting menjadi dasar yuridis bagi 
petugas yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, mengingat peristiwa itu 
                                                  
45 Koro, Abdi, Op.Cit.., hlm. 121. 
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dilaksanakan karena dalam keadaan darurat, sementara kalau dispensasi itu 
diberikan oleh penjabat lain sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) 
Undang-undang perkawinan yang tidak pernah jelas siapa pejabat yang 
dimaksud, justru akan mengakibatkan kerancuan.46 
Pelaksanaan teknis ketentuan undang-undang terkait dengan dispensasi 
nikah, dalam Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 Tahun 1975, Pasal 
1 ayat (2) sub (g) ditentukan bahwa Dispensasi Pengadilan Agama, adalah 
penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai 
umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan apabila 
seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum 
mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus harus 
mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah 
bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria mupun 
wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. 
Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan 
berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan 
dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah 
dengan suatu penetapan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara No. 3 
Tahun 1975 Pasal 13 ayat (3). 
Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin 
melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan 
                                                  
46 Isnaeni, Moch.. Op.Cit., hlm. 57-58. 
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permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 
Syar'iyah. Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin secara 
umum, sebagai berikut: 
a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria 
yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita yang belum 
berusia 16 tahun kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah 
dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon 
mempelai tersebut bertempat tinggal.  
b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai 
pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama 
kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum 
dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.  
c. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi 
kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau 
walinya.47 
Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk 
penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon 
dapat mengajukan upaya kasasi. Permohonan dispensasi usia perkawinan 
merupakan upaya hukum yang bersifat voluntair, permohonan disedarajatkan 
ekuivalensinya dengan penetapan. Dengan kata lain, produk voluntair 
permohonan adalah penetapan, yang lazimnya disebut besckking dalam arti luas. 
                                                  
47 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku 
II Edisi Revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010, 
hlm. 153-154. 
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Permohonan dispensasi usia perkawinan adalah permohonan 
dispensasi/izin memberikan kedewasaan kepada anak pemohon untuk dapat 
melangsungkan perkawinan. Di dalam persidangan dispensasi usia perkawinan, 
Hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan, guna untuk 
mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk dasar 
pertimbangan Hakim dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan 
dispensasi usia perkawinan. Mengenai dikabulkan atau di tolak permohonanya 
itu berdasarkan pembuktian di persidangan dan tergantung hakim dalam 
mengadili dan memutuskannya.  
Jika hakim menerima/mengabulkan dispensasi, maka anak pemohon 
harus membawa salinan penetapan Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama 
(KUA) untuk dicatat perkawinannya meskipun masih di bawah umur, 
sebaliknya apabila salinan penetapan Pengadilan Agama tersebut ditolak. 
Konsekuensinya, yang bersangkutan tidak bisa mencatatkan perkawinannya. 
Kalaupun ia tetap datang ke KUA, maka Pegawai Pencatat Nikah akan 
melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan-persyaratan nikah yang dibawa 
oleh calon pengantin. 
Setelah diadakannya pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-
syarat untuk dicatatkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah wajib 
menolak dan tidak mencatat perkawinannya. Dengan cara memberikan surat 
pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan atau surat 




3. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Perkawinan 
a. Hamil Terlebih Dahulu 
Dewasa ini banyak sekali remaja yang terjerumus dalam jurang 
kesesatan. Hal ini disebabkan, banyaknya remaja yang lata dalam menerima 
budaya barat dan mengadopsi budaya barat secara mentah-mentah, tanpa 
melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana yang buruk dan 
menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman 
sekarang. 
Pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran 
takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam 
agama Islam selain itu, pacaran juga mendekati zina. Mayoritas permohonan 
dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan 
bergaul sangat berpengaruh, dimana anak-anak yang belum cukup umur 
sudah melaukan hubungan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas ini sudah 
bukan hal yang tabuh lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun 
para remaja di negara Indonesia. Ini menjadi contoh yang buruk bagi anak 
yang belum cukup umur. Dimana rendahya agama mereka yang disertai 
nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran 
melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan 
akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat 
membuat anak yang belm cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan 
perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta 
masa depan si calon bayi yang dikandung. 
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Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi 
seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi 
perempuan yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan memang 
tidak diperbolehkan tatapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu 
maka ini meruapakan hal yang sangat kasuistis yang sangat mendesak atau 
keadaan darurat yang harus segera dikawinkan. 
Memperhatian Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, dapat diduga bahwa secara implist, perkawianan 
wanita hamil boleh dilakukan karena tidak terdapat aturan tertulis yang 
secara eksplisit melarangnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat 
tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar 
nikah, apabila hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam 
Pasal 53 yang berbunyi: 
1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
mengahamilinya; 
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 
b. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Hubungan Anak 
Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangaan 
yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, 
serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga 
menjadi aib bagi keluarga. 
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Hubungan anak mereka yang terlalu jauh menjadi kekhawatiran 
orang tua. Dapat dikatakan, setiap hari anak bepergian kesana kemari 
dimulai dari pagi hingga malam membuat orang tua cemas dan khawatir 
karena hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat intim. 
Kekhawatiran orang tua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, 
seperti si anak perempuan telah hamil terlebih daluhu dapat menjadi aib bagi 
keluarga. Dan kalaupun si anak perempuan belum hamil orang tua lebih 
memilih jalan aman dengan cara menikhakan mereka sebelum hal yang 
dikhawatirkan terjadi, dari pada sudah terjadi baru memperbaikinya.  
Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan karena 
dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan orang tua 
yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya 
maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu 
meskipun usianya belum cukup. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat 
pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, 
menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di 
bawah umur. Dari segi faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena 
orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera 
dikawinkan. 
4. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur 
Dampak dari perkawinan di bawah umur, sebagian besar keburukan 
yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat 
yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para 
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pelaku perkawinan di bawah umur, sehingga dampak negatif yang terlihat 
sangat jelas, seperti di bawah ini: 
a. Dampak Negatif 
1) Anak tersebut terpaksa putus sekolah, undang-undang Diknas 
menyatakan anak yang sudah menikah tidak boleh ikut bersekolah; 
2) Anak kehilangan kehidupan yang ceria masa kecilnya; 
3) Menghambat perkembangan kejiwaan/kepribadian anak; 
4) Anak tersebut dipaksa untuk menjadi lebih cepat dewasa; 
5) Kurang matang dalam berpikir untuk mengambil kebijakan/keputusan; 
6) Dalam mengurus rumah tangga sebagai suami dan istri, kurang pas dan 
cenderung kurang bertanggung jawab; 
7) Sering terjadi pertengakaran antara suami dan istri tersebut; 
8) Tingkat perceraian tinggi.48 
b. Dampak Positif 
1) Memeperjelas status Perkawinan;  
2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak;  
3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan;  
4) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari 
masyarakat;  
5) Menjaga dari perbuatan zinnah yang tidak terkendali. 
 
 
                                                  
48 Koro, Abdi, Op.Cit,. hlm. 8-9. 
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D. Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 
(ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan 
hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan 
hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari 
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah 
Agung.49 
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling 
penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk 
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar 
terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat 
menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut 
benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya 
hubungan hukum antara para pihak.50 
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat 
tentang hal-hal sebagai berikut: 
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 
                                                  
49 Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004, hal. 140. 
50 Ibid., hal. 141. 
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b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan secara 
satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ 
tidaknya dan dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.51 
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 
kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil 
penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu 
usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan 
aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya 
suatu kepastian hukum.  
Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab 
IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 
Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang 
bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 1 terutama dalam penjelasan Pasal 1 
ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya 
Negara Hukum Republik Indonesia.52 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 
                                                  
51 Ibid., hal. 142. 
52 Ibid., hal. 142. 
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segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana 
disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan 
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan 
rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 18 menegaskan bahwa: kekuasan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah mahkamah konstitusi.53 
Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 
(impartial jugde) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak 
memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya 
hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah 
dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan Undang-Undang 
No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan 
tidak membeda-bedakan orang”.54 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 
tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih 
dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 
penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 
berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 
tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 
                                                  
53 Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 94. 
54 Ibid., hal. 95. 
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menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yaitu: pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). 
Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah pada Penetapan  
Pengadilan Agama Brebes merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan 
Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang 
diberikan berdasarkan peraturan perundang-undang. 
Pengadilan Agama Brebes adalah Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana 
diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satunya 
yaitu perkara dispensasi nikah, dalam hal ini termasuk dalam bidang Perkawinan.  
Dispensasi nikah merupakan sebuah pengecualian dalam hal perkawinan 
yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang 
masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan 
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan 
di bawah umur yang berlaku. Salah satu bidang perkawinan yang menjadi 
kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah pemberian dispensasi 
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perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2).  
Bentuk perkara di Pengadilan Agama ada 2 (dua) macam, yaitu perkara 
permohonan (voluntaire) dan perkara gugatan (contentius).55 Prosedur pengajuan 
perkara permohonan sama dengan prosedur mengajukan gugatan. Adapun 
mekanisme pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 
Brebes adalah sebagai berikut: 
1. Orang tua (ayah atau ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang 
masing-masing sebagai Pemohon 1 atau Pemohon 2, mengajukan permohonan 
tertulis ke Pengadilan Agama; 
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon; 
3. Permohonan harus memuat: 1. identitas para pihak (ayah sebagai Pemohon I 
atau ibu sebagai Pemohon II, 2. posita (yaitu: alasan-alasan atau dalil yang 
mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-
laki/perempuan), 3. petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari 
pengadilan).56 
Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini: 
1. Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon; 
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar; 
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan 
alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari 
Kelurahan setempat; 
                                                  
55 Wahyudi, Abdullah Tri, Op Cit., hlm. 32. 
56 Abdi Koro, Op.Cit,. hlm. 121. 
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4. Kartu Keluarga (bila ada); 
5. Akta Kelahiran Anak (bila ada); 
6. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) 
setempat. 
Kasus perkara nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs merupakan perkara 
Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon, umur 33 tahun, agama 
Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat 
kediaman di Kabupaten Brebes. Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 
19 September 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes 
dengan register Nomor: 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs tanggal 20 September 2019. 
Mengenai duduk perkaranya, dikatakan bahwa Pemohon hendak 
menikahkan anaknya yang berumur umur 17 tahun, 9 bulan dengan calon isterinya 
yang berumur umur 20 tahun, 9 bulan, yang rencananya akan dilaksanakan dan 
dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sambi, Kabupaten Boyolali. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut 
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang 
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum 
mencapai umur 19 tahun. Pleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali dengan Surat Nomor 
081/Kua.11.29.15 /Pw.01/9/2019 tanggal 13 September 2019. 
Menurut Pemohon pernikahan tersebut sangat mendesak untuk 
dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk 
dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir apabila terjadi hal hal yang tidak 
diinginkan/melanggar norma norma agama serta Pemohon juga tidak ingin 
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menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera 
dinikahkan. Anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada larangan 
untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah 
akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan 
penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.5.000.000,-- (lima juta rupiah), 
demikian halnya calon istri anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah 
tangga. 
Pemohon dalam perkara ini meminta majelis Hakim untuk mengabulkan 
permohonan pengajuan dispensasi kawin dan memberikan izin kedua calon 
mempelai untuk melaksanakan pernikahan. Dalam pengajuannya, pemohon telah 
melampirkan beberapa surat yang akan dijadikan bukti untuk meneguhkan dalil 
permohonannya, diantaranya: 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329130405680004 atas nama 
Pemohon tanggal 1 November 2012. 
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329131012010001 atas nama Tete 
Setiawan tanggal 25 Februari 2019. 
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-13122017-1253 atas nama 
Tete Setiawan tanggal 30 Mei 2018. 
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung, Kabupaten 
Brebes Nomor PW01/431/51/VIII/93 tanggal 13 Agustus 1993. 
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329132402072719, tanggal 9 April 2019, 
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Brebes. 
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6. Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Nomor 
081/Kua.11.29/15/PW.01/9/2019 tanggal 13 September 2019 yang 
menerangkan perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena usia calon mempelai 
pria kurang dari 19 tahun. 
Selain bukti yang berupa surat-surat penting, pemohon juga menghadirkan 
dua orang saksi yang telah mengenal dengan Pemohon dan anak Pemohon. Namun 
kedua saksi sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, 
mereka adalah tetangga pemohon. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut 
pada intinya menerangkan bahwa antara anak pemohon dengan calon istri anak 
Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan sehingga tidak ada 
larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan dan secara fisik dan 
mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan.  
Pada dasarnya, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan 
terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat 
meminta dispensasi kepada pengadilan. Dispensasi kawin ini diperoleh berdasarkan 
permohonan ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan mengeluarkan 
penetapan. Untuk permohonan dispensasi kawin bagi umat islam, diajukan kepada 
Pengadilan Agama. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diajukan kepada 
Pengadilan Negeri. 
Alasan paling banyak kenapa warga mengajukan dispensasi nikah yaitu 
karena hamil di luar nikah. Tapi tidak semua karena hamil di luar nikah, ada dua 
sampai tiga yang alasannya karena keinginan sendiri, atau hubungan mereka sudah 
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terlalu dekat, orang tua yang khawatir. Beberapa alasan warga kawin di bawah umur 
dikarenakan paksaan orang tua karena dianggap sudah tua dan terlalu dekat ataupun 
karena hamil di luar nikah. Sementara, sangat sedikit dari mereka yang mengajukan 
dispensasi nikah sudah siap menikah baik lahir maupun batin. 
Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi 
kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita 
sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan 
pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri 
di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan 
semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat 
Islam. 
Undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam 
pengajuan dispensasi. Berdasarkan uraian kasus perkara dispensasi nikah nomor 
125/Pdt.P/2019/PA.Bbs, berikut analisis penulis terkait dengan alasan pemohon 
mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Brebes: 
1. Kekhawatiran orang tua, pernikahan antara anak pemohon dengan calon istri 
anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah 
sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir 
apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan/melanggar norma norma agama 
serta Pemohon juga tidak ingin menanggung beban moral/aib yang 
berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan.  
2. Tidak ada larangan menikah menurut syariat Islam, antara anak Pemohon dan 
calon istri anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik 
menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Hal ini dipertegas oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara 
anak pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga 
ataupun sesusuan.  
3. Anak pemohon sudah akil baliq, anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil 
baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan 
penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.5.000.000,-- (lima juta rupiah), 
demikian halnya calon istri anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah 
tangga. 
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah di Bawah 
Umur pada Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs 
Pernikahan di bawah umur merupakan persoalan yang kompleks, sehingga 
dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama harus 
merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan 
secara syar’i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan 
Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus 
menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam (maqasidu al-shari’ah), baik dari 
segi adanya (janibu al-wujud) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak 
adanya (janibu al-‘adm) dengan adanya larangan.57 
Kewajiban hukum di dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan, (1) al-
daruriyyah, adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslatan duniawi 
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dan ukhrawi, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kemaslahatan tersebut tidak 
akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian, (2) 
al-hajiyyah, tujuan yang mesti dijaga guna memberikan kelapangan bagi manusia, 
jika tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan 
(mashaqqah), dan (3) al-tahsiniyyah, merupakan tujuan yang mesti dicapai guna 
terwujudnya standar etika dan moral yang baik (akhlakul karimah) di dalam 
kehidupan manusia. Setiap tujuan tersebut melingkupi 5 (lima) hal pokok, yakni (1) 
menjaga agama (hifzu al-din), (2) menjaga jiwa (hifz}u al-nafs), (3) menjaga 
keturunan (hifzu al-nasl), (4) menjaga harta (hifzu al-mal), dan menjaga akal (hifzu 
al-’aql). Tujuan syariat Islam tersebut adakalanya dicapai dengan cara melakukan 
(janibu al-wujud) sesuatu atau dengan meninggalkan (janibu al-’adm) sesuatu yang 
dilarang.58 
Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin, selama ini tidak selalu 
mengabulkan permohonan, meskipun menurut data yang disampaikan oleh Deri 
Fahrizal Ulum, Child Protection Officer UNICEF Indonesia, lebih dari 90% 
(sembilan puluh persen) permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. 
Di antara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam 
mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut 
beralasan secara syar’i, yuridis, dan sosiologis, dimana: 
a. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki 
pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa 
melakukan tugas kerumahtanggaan; 
                                                  
58 Satria, Rio, Ibid. 
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b. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya 
pernikahan; 
c. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai 
sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat 
merusak tatanan kehidupan sosial yang baik; 
d. Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar’i untuk menikah.  
Adapun pertimbangan Pengadilan Agama ketika menolak permohonan 
dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang 
menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara syar’i, yuridis, dan sosiologis 
untuk dikabulkan. Penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin harus 
dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kemudaratan yang 
terkecil dari berbagai kemudaratan lainnya, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang 
artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudaratan maka hindarilah kemudaratan 
yang paling besar dengan memilih kemudaratan yang paling kecil di antara 
keduanya.” 
Mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan 
tersebut akan dihadapkan kepada dialektika pertimbangan di antara dua 
kemudaratan yang mungkin terjadi. Majelis Hakim harus mempertimbangkan 
secara seksama dari berbagai aspek pertimbangan, sebagaimana disebutkan di atas, 
kasus per kasus (case to cae) yang tidak bisa digeneralisir. Majelis Hakim harus 
mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dari berbagai aspek 
pertimbangan, baik syar’i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan.  
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Dari berbagai aspek pertimbangan yang didapat dari persidangan Majelis 
Hakim juga perlu mempertimbangkan konsep mashlahah mursalah untuk 
memberikan penetapan atas permohonan dispensasi perkawinan karena ketentuan 
pembatasan umur dan dispensasi perkawinan tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi 
kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan 
kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga). Konsep 
mashlahah mursalah yang terdapat dalam kaidah fiqh dan dijadikan pertimbangan 
dalam penetapan permohonan dispensasi nikah adalah “menghindari mafsadat lebih 
diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”. 
Dengan kata lain, apabila dihadapkan kepada dua pilihan antara 
menghindari kerusakan atau mafsadat di satu sisi dan menggapai kemaslahatan atau 
kebaikan di sisi lain, maka yang harus diutamakan adalah menghindari kerusakan 
daripada melakukan hal yang dapat menyebabkan sebagian kemaslahatan atau 
kebaikan (penetapan untuk permohonan dispensasi perkawinan karena usia yang 
masih dibawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah hamil, lebih 
diutamakan dari pada pembatalan untuk permohonan dipensasi perkawinan karena 
usia masih dibawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku). 
Pada kasus perkara dispensasi nikah nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs, 
bahwasannya majelis hakim telah menasehati agar menunda keinginannya untuk 
menikahkan anaknya sampai anak mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil.  
Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh 
Pemohon diperkuat dengan keterangan calon mempelai laki-laki yang menyatakan 
sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya dan telah siap 
secara mental. Di persidangan telah didengar keterangan calon mempelai wanita 
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yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah 
siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan 
mahrom dengan calon suaminya serta tidak ada larangan nikah dan keterangan 
orang tua calon mempelai wanita yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan 
antara keduanya dan siap membimbing. Untuk menguatkan alasan permohonannya, 
Pemohon juga mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi. 
Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hakim mengabulkan 
permohonan Pemohon dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk 
menikah dengan calon istri pemohon, antara lain: 
1. Maksud, tujuan, dan alasan Permohonan Dispemsasi Nikah Pemohon, yang 
pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum 
cukup umur. 
2. Perdamaian, hakim telah berusaha menasehati agar menunda keinginannya 
untuk menikahkan anaknya sampai anak mencapai umur 19 tahun, namun tidak 
berhasil. 
3. Bukti-bukti surat yang sah, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, maka 
harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki.  
4. Keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai, 
calon mempelai laki-laki menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah 
dengan calon mempelai perempuan dan telah siap secara mental. Calon 
mempelai wanita menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk 
menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta 
tidak ada hubungan mahrom dengan calon mempelai laki-laki serta tidak ada 
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larangan nikah. Orang tua calon mempelai wanita menyatakan pihaknya 
merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing. 
5. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut 
tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, 
maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat 
bukti. Keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-
dalil Permohonan Pemohon, yang pada intinya sebagai berikut:  
a. Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada 
hubungan keluarga, ataupun sesusuan;  
b. Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada 
larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;  
c. Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan 
pernikahan;  
6. Fakta-fakta hukum yang ditemukan, atas uraian tersebut diatas telah ditemukan 
fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
a. Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 9 bulan, namun secara 
jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan; 
b. Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap 
melangsungkan pernikahan;  
c. Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai 
dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;  
d. Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk 
melangsungkan pernikahan;  
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7. Kesimpulan hakim dari fakta-fakta yang ditemukan, bahwa berdasarkan fakta 
tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta 
rokhani untuk melangsungkan pernikahan. Berdasarkan segenap pertimbangan 
tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan 
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Tinjauan yuridis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, batas usia kawin 
memang harus memenuhi ketentuan yang berlaku, namun bisa saja hakim 
mempertimbangkan aspek maslahah mursalahnya. Dalam proses penetapan 
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes, yang menunjukkan bahwa dari 
sekian pertimbangan dalam sidang perkara permohonan dispensasi kawin pada 
dasarnya mengacu pada alasan-alasan dari pemohon dan keterangan para saksi, 
artinya hakim harus senantiasa mempertimbangkan berdasarkan fakta dan segala 
keterangan yang ada dalam persidangan, kemudian memeriksanya dengan cermat 
dan selanjutnya diputuskan diberi atau tidaknya dispensasi kawin. Sebelum 
memutuskan sebuah perkara, terlebih dahulu hakim harus memperhatikan keadilan 
substantif dan kemaslahatan kedua belah pihak dari pasangan muda yang hendak 
menikah sehingga tidak terjadi gugatan atau ketidakpuasan dikemudian hari yang 
bisa merusak jalinan rumah tangga yang sudah dibangun. 
Memperhatikan keterangan dari para saksi dan atas dasar kemaslahatan 
merupakan pertimbangan yang perlu dicermati agar tidak terjadi kesalahan dalam 
pengambilan keputusan sebuah perkara. Keterangan pemohon, anak pemohon, 
calon suami atau calon istri dan orang tua dari pasangan pemohon menjadi 
pertimbangan yang sangat kuat untuk memperoleh dispensasi kawin sehingga 
keputusan yang diambil oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 
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yang berlaku tentang Undang-Undang Perkawinan maupun berdasarkan Hukum 
Islam. 
Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Brebes 
nomor: 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs dalam menetapkan dispensasi kawin berdasarkan 
Undang-Undang Perkawinan adalah menyangkut penilaian terhadap aplikasi 
peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, khususnya peraturan tentang 
dispensasi kawin dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan temuan penulis, amar 
putusan dalam penetapan Pengadilan Agama Brebes nomor: 125/Pdt.P/ 
2019/PA.Bbs, majelis hakim tidak menggunakan pendapat kelompok ahli fikih yang 
mendukung bahwa perkawinan di bawah umur ada di dalam hukum Islam, yaitu 
konsep mashlahah mursalah untuk memberikan penetapan atas permohonan 
dispensasi perkawinan karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi 
perkawinan tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan 
dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua 
calon mempelai beserta keluarga). Konsep mashlahah mursalah yang terdapat 
dalam kaidah fiqh dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan permohonan 
dispensasi nikah adalah “menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga 
kemaslahatan”. Sehingga, majelis hakim yang menetapkan perkara ini terkesan 
meyakini bahwa perkawinan di bawah umur tidak ada dalam hukum Islam. 
Sebagaimana diketahui bahwa dispensasi adalah pembebasan (dari 
kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan. Pemberian dispensasi kawin 
merupakan sebuah bentuk keringanan yang diberikan dengan maksud menghindari 
kemudharatan yang lebih besar bagi pasangan anak muda yang sudah cukup dewasa 
dalam membangun rumah tangga. Perkawinan dalam usia muda apabila dalam 
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keadaan terpaksa, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang memberikan 
peluang untuk diperbolehkannya.  
Perlu diingat juga bahwa, salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu 
perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan 
(mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan 
tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan sadd adz-dzari’ah. 
Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah sadd 
adz-dzari’ah dan fath adz-dzari’ah. Metode sadd adz-dzari’ah merupakan upaya 
preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif, atau bisa 
digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan dari mafsadat yang 
dinashkan dan sudah tentu.59 
Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah 
turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena 
itulah, sadd adz-dzari’ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa 
dipahami, karena dalam sadd adz-dzari’ah terdapat unsur mafsadah yang harus 
dihindari. 
Secara pasti tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dalam 
usia muda, namun dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang 
berlaku sebenarnya menganut asas kedewasaan sebagaimana yang ditentukan dalam 
batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan batas umur untuk 
melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam disebutkan secara pasti, hanya 
                                                  
59 Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2005, hlm. 101. 
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saja disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau 
akad nikah harus sudah baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi 
walaupun Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan 
berarti bahwa Hukum Islam membolehkan Perkawinan usia dini. Karena 
berdasarkan pertimbangan maslahah mursalah, maka perkawinan harus 
dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa, 







Setelah Penulis melakukan pembahasan tentang dispensasi nikah di bawah 
umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Brebes, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Alasan pengajuan dispensasi nikah pada Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/ 
PA.Bbs, yaitu kekhawatiran orang tua, tidak ada larangan menikah menurut 
syariat Islam, dan anak pemohon sudah akil baliq. Pemohon khawatir apabila 
terjadi hal hal yang tidak diinginkan/melanggar norma norma agama serta 
Pemohon juga tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan 
apabila tidak segera dinikahkan. Antara anak Pemohon dan calon istri anak 
Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat 
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak Pemohon 
sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap 
bulannya kurang lebih Rp.5.000.000,-- (lima juta rupiah), demikian halnya 
calon istri anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga. 
2. Dasar pertimbangan hukum dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan 
Agama Brebes secara yuridis pada Penetapan No. 125/Pdt.P/2019/PA.Bbs 
adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 
(2). Majelis hakim tidak menggunakan pendapat kelompok ahli fikih yang 
mendukung bahwa perkawinan di bawah umur ada di dalam hukum Islam, yaitu 
konsep mashlahah mursalah untuk memberikan penetapan atas permohonan 
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dispensasi perkawinan karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi 
perkawinan tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya 
sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi 
manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga). Konsep mashlahah mursalah 
yang terdapat dalam kaidah fiqh dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan 
permohonan dispensasi nikah adalah “menghindari mafsadat lebih diutamakan 
untuk menjaga kemaslahatan”. Sehingga, majelis hakim yang menetapkan 
perkara ini terkesan meyakini bahwa perkawinan di bawah umur tidak ada 
dalam hukum Islam. 
B. Saran 
Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis 
hendak menyampaikan saran sebagai berikut: 
1. Kepada para Hakim Pengadilan Agama, dalam menetapkan dispensasi 
perkawinan harus menggali lebih dalam lagi fakta-fakta hukum yang ditemukan 
dalam persidangan. Adapun sebelum memutuskan sebuah perkara, terlebih 
dahulu hakim harus memperhatikan keadilan substantif dan kemaslahatan kedua 
belah pihak dari pasangan muda yang hendak menikah sehingga tidak terjadi 
gugatan atau ketidakpuasan dikemudian hari yang bisa merusak jalinan rumah 
tangga yang sudah dibangun. 
2. Hendaknya bagi masyarakat khususnya orang tua harusnya lebih memberikan 
pemahaman keagamaan yang baik kepada anak, sehingga anak bisa 
membentengi diri dari pergaulan bebas, dan ke depannya perkawinan di bawah 
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